
BUPATI KERINCI 
PRO VINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI KERINCI 
NOMOR lj  TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2018 
TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI, 

Menimbang 	: a. Sehubungan dengan telah beralihnya kewenangan 
Pengelolaan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kerinci dan i Inspektorat 
Kabupaten Kerinci ke Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 
Kabupaten Kerinci, perlu melakukan Perubahan 
Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2018 tentang 
Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kerinci; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu merubah Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Pelaporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci. 

Mengingat 	: 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 
1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra 
Tingkat II dalarn Lingkungan baerah Swatantra Tingkat 
I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3483); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dani 
Korupsi, KoIusi dan Nepotisme(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 



3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindal( Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4150); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
diu bah dengan Peratu ran Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
menjadi Undang-Undang; 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan 	Peraturan 	Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 



12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

16. Peraturan Mdtiteri Da.lath Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keungan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber dan i Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial Yang Bersumber dan i Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

18. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 
Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil; 

20. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 
Indonesia Nomor : Kep.07/KPK/ 02/2005 tentang Tata 
Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 
sebagaimana telah diubah Peraturan Pemberantasan 
Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan 
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 



21. Peraturan Daerah Kebupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 
Nomor 8); 

22. Peraturan Daerah Kebupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8)1  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kebupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 
2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kebupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 
2013 Nomor 3). 

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor SE! 03/ M. PAN! 01/ 2005 tentang Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara; 

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara; 

3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor SE/01/ M.PAN/01 /2008 tentang Peningkatan 
Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 
untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 
Jabatan; 

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian 
dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 
Kementerian./ Lembaga dan Pemerintah Daerah; 

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 
700/1590/57 pada tanggal 28 April 2016 tentang 
Penegasan Kembali Penyampaian Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 
Pemerintahan Daerah; 

6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara; 

7. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : 
SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis 
Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara; 

8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi 
Pemerintah; 



9. Disposisi Bupati Kerinci pada Nota Kepala Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kabupaten Kerinci Nomor 800/90/BKPSDMD tentang 
Petunjuk terkait Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 
Tahun 2018 tentang Pelaporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 	: PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2018 
TENTANG 	PELAPORAN 	HARTA 	KEKAYAAN 
PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 tahun 2018 
tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Apartur Sipil 
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun 2018 Nomor 5), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 3, diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 3 

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN. 

(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di 
Pemerintah Kabupaten Kerinci terdiri dan: 
a. Bupati Kerinci; 
b. Wakil Bupati Kerinci; 
C. Pejabat Struktural Eselon IL 
d. Pejabat Pembuat Komitrnen (PPK); 
e. Pejabat Fungsional Auditor Madya; 
f. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di 

Daerah (P2UPD) Madya; 
g. Pengelola Tim Layanan Pengadaan (ULP); 
h. Pejabat yang mengeluarkan perizinan; dan 
i. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK. 

lingkungan 

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf a pasal 7 diubah dan ayat (2) huruf b 
dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 

(1) Pegawai ASN wajib melaporkan Harta Kekayaannya kepada Sekretaris 
Daerah Kabupaten Kerinci c.q. Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kerinci. 

(2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu : 
a. Pejabat Struktural EseIon III dan IV; dan 
b. Dihapus. 



(3) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan terhadap pegawai ASN yang telah 
melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf 
e, huruf f, huruf g, dan huruf h 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci. 

ditetapkan di Sungai Penuh 
pa a tanggal 8 milicter 	2019 

- I KERINCI, 

ADIROZA-C 

di undangkan di Sungai Penuh 

pada tanggal 8 DIAQ61.  2019 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI, 

4salia-t.tAtif 

GASDINUL GAZAM 

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 
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